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RINGKASAN

Komnas Perempuan berdasarkan data yang dilaporkan oleh masyarakat dan
mahasiswa korban pelecehan dan kekerasan seksual menyebutkan bahwa kekerasan
seksual di lingkungan perguruan tinggi adalah kekerasan seksual terbesar nomer
dua setelah kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan di dunia universitas masif
terjadi karena minimnya internalisasi pengetahuan berbasis gender dan tidak
adanya payung hukum yang bisa digunakan sebagai salah satu bentuk preventif
dalam menanggulanginya. Minimnya pengetahuan berbasis gender di dalam
perguruan tinggi dan nihilnya aturan tentang pencegahan kekerasan seksual
membuat Komnas Perempuan melakukan konsolidasi yang melibatkan kampus-
kampus di Indonesia untuk melakukan peninjauan terhadap kondisi pelecehan dan
kekerasan seksual di universitasnya masing-masing.

Komnas Perempuan juga melakukan konsolidasi dengan melibatkan kelompok
agama dan masyarakat sipil dalam mendiskusikan isu ini untuk kemudian
direkomendasikan kepada Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia demi dihasilkannya institusionalisasi pelecehan dan kekerasan seksual
dalam bentuknya yang kebijakan. Komnas Perempuan juga melakukan langkah
aktif dan melakukan pemantauan terhadap kampus - kampus seluruh Indonesia
dan bagaimana cara mereka menangani kasus pelecehan dan kekerasan yang
terjadi. Komnas Perempuan menemukan fakta bahwa hanya sedikit sekali kampus
yang memiliki peraturan tentang kekerasan seksual dan banyak sekali kampus yang
tidak memiliki peraturan.

Permasalahan pelecehan dan kekerasan seksual ini menjadi sesuatu yang baru
memang sehingga banyak sekali kampus yang bereputasi di Indonesia yang justru
permisif terhadap fenomena tersebut. Hal tersebut juga yang menjelaskan mengapa
Komnas Perempuan mendorong rektor-rektor di seluruh Indonesia agar punya
komitmen yang jelas dan terlibat langsung dalam menyelesaikan permasalahan
pelecehan dan kekerasan seksual di universitasnya masing-masing.

Kampus yang menjadi lokasi diproduksinya ilmu pengetahuan dan ekosistem yang
emansipatif bagi para pendidik dan terdidik ternyata tidak terlepas dari
permasalahan kekerasan dan pelecehan seksual. Pada tahun 2019 Komnas
Perempuan melakukan survei yang melibatkan 16 Perguruan Tinggi di Indonesia
dan menemukan 1.011 kasus kekerasan seksual di dalam kampus. Gabungan media
juga melakukan riset investigative dengan melibatkan 79 universitas dan
menemukan 174 kasus kekerasan seksual di linkungan kampus. Tempo juga
melaporkan bahwa dari hasil riset yang dilakukan oleh Kemendikbud terdapat



temuan sebanyak 77% kasus kekerasan seksual di kampus dan 60% dari korbannya
tidak melaporkan kasusnya.

Hal di atas terjadi karena ketiadaan hukum yang mengatur kekerasan dan pelecehan
seksual di lingkungan perguruan tinggi dan juga tiadanya komitmen universitas
untuk menyelesaikannya karena menganggap bahwa hal tersebut harus ditutupi
karena akan mencoreng nama baik universitas. Padahal menurut Komnas
Perempuan, nama baik kampus sebagai indikator tidak adanya kekerasan seksual
itu adalah konstruksi sosial. Kampus harus memiliki konstruksi baru untuk
mengatakan bahwa indikator yang baik sebagai ukuran berkualitas dari sebuah
kampus adalah kampus yang memiliki peraturan yang berkenaan dengan masalah
kekerasan seksual dan kampus yang bisa menyelesaikan kasusnya serta
memberikan perlindungan dan konseling kepada mereka yang menjadi penyintas
kekerasan dan pelecehan seksual. Sehingga dengan indikator semacam itu dengan
sendirinya kampus yang dianggap sebagai ruang pembentukan karakter dan
intelektual para mahasiswa akan mendapatkan persepsi yang baik dari semua
kalangan. Ketiadaan hukum di dalam perguruan tinggi yang mengatur tentang
pencegahan dan penangan kasus kekerasan seksual di dalam kampus membuat
Komnas Perempuan resisten mendorong pemerintah untuk segara merancang
kebijakan yang dapat menjadi payung hukum demi mencegah pelecehan dan
kekerasan tersebut.

Peran Komnas Perempuan di dalam Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang
Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi
terbilang sangat signifikan. Kerja-kerja sosial dan intelektual yang dilakukan oleh
Komnas Perempuan di dalam memberikan pengadvokasian kepada pinyintas
kekerasan; melakukan kajian dan penelitian lapangan dalam rangka pengumpulan
data dan laporan; penyelenggaraan diskusi publik, kampanye, sosialisasi dan eduksi
yang berkenaan dengan fenomena kekerasan; serta konsolidasi yang diinisiasi
Komnas Perempuan dengan melibatkan keterlibatan universitas, organisasi
masyarakat sipil, kelompok agama dan pemerintah membuahkan hasil yang krusial
dan masimal.

Komnas Perempuan berhasil mendorong Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia serta Kementerian Agama membuat kebijakan penghapusan
kekerasan seksual tersebut yang dapat digunakan di universitas umum dan
universitas berbasis agama di seluruh Indonesia. Komnas Perempuan berhadap
dengan adanya kebijakan tersebut angka pelecehan dan kekerasan yang terjadi di
dunia pendidikan tinggi dapat dihapuskan dan para korban memiliki penjaminan
atas dipulihkannya hak-haknya sebagai penyintas serta potensi seseorang yang
ingin melakukan pelecehan dan kekerasan tersebut dapat dibatalkan karena
berlakunya kebijakan ini.
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ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana peran Komnas Perempuan di
dalam Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan
Perguruan Tinggi dengan menggunakan konsep-konsep yang berkorelasi dengan
teori peranan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa Komnas Perempuan mengambil peranan yang sangat
signifikan di dalam Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan
Penanganan Kekekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Peran tersebut
termanifestasi melalui kerja-kerja sosial dan intelektual yang dilakukan oleh
Komnas Perempuan di dalam memberikan pengadvokasian kepada pinyintas
kekerasan; melakukan kajian dan penelitian lapangan dalam rangka pengumpulan
data dan laporan; penyelenggaraan diskusi publik, kampanye, sosialisasi dan eduksi
yang berkenaan dengan fenomena kekerasan; serta konsolidasi yang diinisiasi
Komnas Perempuan dengan melibatkan Kketerlibatan universitas, organisasi
masyarakat sipil, kelompok agama dan pemerintah dalam mendorong
institusionalisasi kekerasan seksual di perguruan tinggi dalam bentuknya yang
kebijakan. Kesimpulan dalam penenelitian ini, yaitu, kebijakan Pencegahan dan
Penanganan Kekekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi ini dapat
menjadi payung hukum untuk penghapusan segala bentuk kekererasan seksual di
kampus dan dengan demikian kampus terbebas dari permasalahan pelecehan dan
kekerasan seksual.

Kata Kunci: Komnas Perempuan, Peran, Kebijakan Kekerasan Seksual
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ABSTRACT

The aim of this research is to see how the National Commission on Violence
Against Women plays a role in the Policy on Prevention and Handling of Sexual
Violence in Higher Education or college by using concepts that correlate with role
theory. The method used in this study is a qualitative method, with the data
collection techniques in the form of interview. The results of this study indicate that
Komnas Perempuan or The National Commission on Violence Against Women
plays a very significant role in Permendikbud No. 30 of 2021 concerning Prevention
and Handling of Sexual Violence in Higher Education or college Environments.
This role is manifested through the social and intellectual works carried out by The
National Commission on Violence Against Women in advocating for survivors of
violence; conducting studies and field research in the context of collecting data and
reports; organizing public discussions, campaigns, outreach and education related
to the phenomenon of violence; and the consolidation initiated by The National
Commission on Violence Against Women involving the involvement of
universities, civil society organizations, religious groups and the government in
encouraging the institutionalization of sexual violence in tertiary institutions in the
form of policy. The conclusion of this research is that the policy on the Prevention
and Handling of Sexual Violence in Higher Education can become a legal umbrella
for eliminating all forms of sexual violence on a campus and thereby freeing the
campus from problems of sexual harassment and violence.

Keywords: The National Commission on Violence Against Women, Role, Sexual
Violence Policy
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